( SALINAN ]

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan

Mengingat

Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016,
perlu disusun Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2016, sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemerikasaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32
Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 32);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12
Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun
2014 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5
Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah
Tahun 2015 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor ....
Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2016 Nomor .... ).
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan:

1.
2.

3.

8.

0.

Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Barat;

Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat, selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten
Kotawaringin Barat;

. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD

Kabupaten Kotawaringin Barat;

. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan

Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda adalah

Perda Kabupaten Kotawaringin Barat;

Peraturan Kepala Daerah, yang selanjutnya Perkada adalah
peraturan Bupati Kotawaringin Barat;

Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten
Kotawaringin Barat;

10.Sekretaris DPRD adalah Perangkat Daerah yang memimpin

Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat;

11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut

APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah
yang mendapat persetujuan bersama oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2016 terdiri atas:

1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli daerah Rp. 143.330.741.728,12
b. Transfer Dana Perimbangan Rp. 999.504.184.473,00
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c. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Rp. 58.634.768.000,00
d. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Rp. 64.476.297.693,31

€. Bantuan Keuangan Rp. 0,00
c. Lain-lain Pendapatan yang SahRp.  56.648.846.663,00
Jumlah Pendapatan Rp. 1.322.594.838.557,43
2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 466.082.652.719,00
2) Belanja Bunga Rp. . 858.680.569,00
3) Belanja Subsidi Rp. 0,00
4) Belanja Hibah Rp. 19.840.520.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 354.550.000,00
6) Belanja Bagi Hasil Rp. 1.980.543.000,00
7) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 125.252.605.309,00
8) Belanja Tidak Terduga Rp. 117.613.913,00
Jumlah Belanja
Tidak Langsung Rp. 614.487.165.510,00
b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 50.370.524.366,00
2) Belanja Barang dan Jasa  Rp. 233.452.739.255,56
3) Belanja Modal Rp. 382.638.346.185,08
Jumlah Belanja Langsung Rp. 666.461.609.806,64
Jumlah Belanja Rp. 1.280.948.775.316,64
Surplus / (Defisit) Rp. 41.646.063.240,79
3. Pembiayaan :
a. Penerimaan Rp. 99.156.971.964,41
b. Pengeluaran Rp. 40.498.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 58.658.971.964,41

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan
Rp. 100.305.035.205,20

Pasal 3
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan
realisasi anggaran.

Pasal 5

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 15 September 2017

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,
TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal 15 September 2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

MASRADIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2017

NOMOR :

Salinan s
KEPALA

17

ai dengan aslinya
UKUM,

M. RUSLI EFENDI, S.H., M.Si
NIP. 19600429 199311 1 002




